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BUPATI LEBONG 
PROVINSJ BENGKULJJ 

PERATVRANBUPATILEBONG 
NOMOR ,1..).. TAHUN 2019 

TENTANG 

PBIIBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN KETJGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERl 
SJPIL PEJABAT NEGARA DAN DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

DI LINGKUNGAN PEMERJNTAH DAERAH 
KABUPATEN LEB0NG TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TtJHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG, 

a. Peraturan Pemerbtah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 
2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peratw·an Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, 
atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, 
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima 
Penoiun au>u Tunjangan, dipand=g perl"' mengatur 
ketentuan tentang Pembayaran Gaji dan Tunjangan Ketiga 
Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lebong; 

b. bahwa berdasarkan per tim bangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dcngan Peraturan 
Bupati. 

1. Pasal L8 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 
Provinsi Bengkul:.i (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2828); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ke,iangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang 
di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran N g 
Republik Indonesia Nomor 4349); 



• 

• 

S. Undang-Undang Nomor l T..hun 2004 
Pert>endaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 
Republik 

Lembaran 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lerobaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
lnfonnasi Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 4846); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Pcrundang-Undangan (Lembarar, 
Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82. 
Tambahan Lembaran Negar-<1. Republik Indonesia Nomor 
5234); 

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

JO. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Pengaturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahu 2019 tentang 
P-,rnhahan Kedelapan Belas At:as Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 2077 tentang Pengaturan Gaji Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 43); 

12. Peraturan Pemcrintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Bcrlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, 
Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 
2854); 
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13. Pleraturon Pemcrintah Nomo.- 25 Tahun 2000 tentang 
Kewcnangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai 
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 54, 'fambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3952); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporar. 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaro.an 
l'emerintahan Daernh Kepada Masyarakat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahu 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5135); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

20. Peratw·an Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang 
tentang Perubahan Kctiga Atas Pcraturan Pemerintah Nomor 
19 Tahun 2016 tentang Pcmberian Gaji, Pensiun, atau 
Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun atau 
Tunjangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6348); 
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22. Peraturan Menteri Dalrun Negeri Nomor 105 Tahun 2000 
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4022); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peratur.m Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Pcraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 
310); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 18 Nomor 157); 

25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
57 /PMK.05/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang 
Petunjuk Teknioi Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau 
Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara 
Repub lik In donesia, Prjabat Nr,gara. Penerima Pensiun dan 
atau Tunjangan (Serita Negara Republik lndonsia Tahun 
2019 Nomor 506); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 
10); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 11 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 20 19 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 
2018 Nomor 11); 

28. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang 
Susunan Org,misa~i dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Lebong; 

29. Peraturan Bupati Lebong Nomor 67 Tahun 2018 tcntang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peratura'l. 
Bupati Lebong Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2019. 
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MBM.O'i'OSiuUI : 

PERATURAII BUPATI LEBONG TENT.ANG PEMBAYARAII' GA.JI 
DAIi TUN'JAll'GAII KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI 
SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN 
PEIIERiltTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 
ANGGARAN 2019. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 
Dalam Peraturan Bupati Lebong ini yang dimaksud dcngan : 
1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga 
negara Indonesia yang memenuhi syara t tertentu, diangkat 
sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat 
pembina kepegawaia n untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

3 . Pejabat Negara adalah Bupati dan \Vakil Bupati. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjurnya disingkat 

Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Lebong. 
5. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur 

kepada karyawan yang diba,yarkan bersaroaan dengan gaji. 
6. Surat Perintah Mcm bayar yang sclanjutnya disc but $PM adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk 
untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar lsian 
pelaksanaan anggaran (DPA) atau dokumen lain yang 
diper.,amakan. 

7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutya disebu t SP2D 
adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuaangan 
Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untu k 
pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBDJ berdasarkan SPM. 

Pasal2 
(I) PNS dan Pejabat Negara diberikan Gaji dan Tunjangan Ketiga 

Belas. 
(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (I) termasuk: 

a . PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di 
dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh 
instansi induknya; 

b. PNS yang diberh,entikan sementara karena diangkat menjadi 
komisioner atau anggota lembaga non struktural; 

c. PNS penerima uang tunggu; 
d. Caton PNS. 

(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak tennasuk PNS 
yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara atau yang 
diperbantukan di luar lnstansi Pemerintah. 
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Pasal3 
(I) Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS dan Pejabat Negara 

sebagrumana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) diberikan sebesar 
penghasilan pada bulan Juni. 

(2) Dalam hal Penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang 
seharusnya diterima !<arena berubahnya penghasilan, kepada 
yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan 
penghasilan ketiga belas. 

(3) Penghasilan sebagajmana dimaksud pada ayat (I) diberikan 
bagi: 
a. PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan 

jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja atau 
sebutan lainnya;; 

b. Pejabat Negara meliputi gaji pokok/uang representasi, 
tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. 

(4) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) tidak 
tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, 
tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan 
khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan 
penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, dan tunjangan lain 
yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan 
bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan bahaya 
serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan 
peraturan perundang-undangan atau pengaturan internal 
kementerian atau lembaga. 

(5) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

· (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan 
pajak peghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan ditanggung pemerintah. 

Pasal 4 
(1) Pemberian gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan 

atau tunjangan umum ketiga belas sebagaimana dirnaksud 
dala.m Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huntf b dibayarkan pada 
bulanJuni. 

(2) Pemberian tunjangan kinerja ketiga belas sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a dibayarkan pada bulan 
Juli. 

(3) Dalam ha! pemberian gaji atau tunjangan ketiga belas belum 
dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya. 

Pasa! 5 
(I) Dalam hal PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari I (satu) 

penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 maka Gaji 
dan Tunjangan Ketiga Belas diberikan salah satu yang 
jumlahnya lebih besar. 

(2) Dala.m hal PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari I (satu) 
jenis penghasilan maka kelebihan pembayaran tersebut 
merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada 
Negara/ daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• 
undangan. 
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Pasal 6 
( !) Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang 

meninggal dunia atau tewas diberikan gaji ketiga belas sebesar 
penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni. 

(2) Penerima gaji dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal 
hilang diberikan gaji ketiga belas yaitu sebesar penghasilan 
yang diterima pada bulan Juni. 

(3) Pembayaran gaji ketiga betas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(!) dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS atau 
Pejabat Negara bekerja. 

Pasal 7 
Ketentuan dalam Pera tu ran Bupati ini berlaku juga bagi: 
a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
b. Pegawai lainnya yang cliangkat oleh pejabat pembina 

kepegawaian/ pejabac yang memiliki kewenangan sesuai d engan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal8 
Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peratu ran Bupati ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi: 
a. PNS yang bekerja pada Pemerintah Daerah; 
b. Bupati dan Wakil Bupati 
c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

BAB II 
PEMBAYARAN GAJl OAN TUNJANOAN KE'l'lOA BELAS SER'l'A 

TUNJANGAN KlNERJA KETIGA BELAS 
Pasal9 

(!) Pemberian Gaji dan tunjangan ketiga betas sebagaimana 
dimaksud ayat Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b dibayarkan 
pada bulan Juni. 

(2) Pemberian tunjangan kinerja ketiga belas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dibayarkan pada bulan 
Juli. 

(3) Dalam ha! pemberian gaji atau tunjangan ketiga belas belum 
dapat dibayarkan sebagimana ditetapkan pada ayat (I) dan ayat 
(2), pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya. 

Pasal 10 
(1) Pembayaran gaji dan tunjangan ketiga betas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan pada DPA OPD berkenaan. 
(2) Pembayaran Tunjamgan Kinerja Pegawai ketiga belas dengan 

memperhatikan kemampuan keuangan daerah Kabupaten 
Lebong. 

Pasal 11 
(1) Pejabat Penanda Tangan SPM Mengajukan SPM gaji dan 

tunjangan ketiga be las ke Sadan Keuangan Daerah Ka bu paten 
Lebong 

(2) SPM gaji dan tunjangan ketiga belas dibuat tersendiri dan 
terpisah dari SPM gaji bulanan. 

(3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat {2), termasuk 
digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan 
pembayaran gaji dan tunjangan ketiga betas. 
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Pasal 12 
Pcnerbitan Surat Ke::erangan Pcnghentian Pembayaran gaji bagi 
PNS yang mengalami m utasi pindah agar menantumkan 
keterangan pembayaran gaji dan tunjangan ketiga betas tclah 
dibayarkan atau belum dibayarkan. 

Pasal 13 
Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D gaji dan tu njangan ketiga belas 
berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur 
Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka pelaksanaan 
Anggarn.n Pendapatan dan Belanja Daerah. 

BAB III 
PENGENDALIAN INTERNAL 

Pasal 14 
(1) Kepala OPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap 

pelaksanaan pemtayaran gaji dan tunjangan ketiga belas . 
(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan pe,u ndang­
undangan. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Dacrah 
Kabupaten Lebong. 

Diundangkan di Tubei-
Pada tanggal I g Mt. I 2019 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LEBONG, 

' -----.e.2~- -.---....------.1 
DALMUJI SURANTO • 

Ditetap di Tubei · 
Pada tanggal 1i Me.I 2019 

?'-sUPATILEBONG,!I, S'I _,,, 

H.RO 

L,E;MBARAN DAERAH KABUPATEN LEBO NG TAHUN 2019 NOMOR J.). 


